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IPTEK 
 Sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan nasional 

TUJUAN 
BERBANGSA DAN 

BERNEGARA 

Pembukaan UUD 1945 
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial 

Peran penting IPTEK untuk pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan 
rakyat  

UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1)  hasil amandemen ke 4, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia 
 
UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (5) hasil amandemen ke 4, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia 
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TEKNOLOGI DAN DAYA SAING BANGSA  

Dalam konteks daya saing bangsa, teknologi 
mempunyai peran yang sangat besar. US Council 
of Competitiveness pada tahun 1995 bahkan 
menjadikan kegiatan riset dan teknologi sebagai 
sektor produktif dalam investasi, mempunyai 
pengaruh terbesar dalam penentuan daya saing 
suatu negara 

World Economic Forum (WEF) juga 
menjadikan sektor kesiapan teknologi 
suatu negara sebagai satu dari 12 pilar 
penilaian daya saing suatu negara 
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IPTEK DAN DAYA SAING BANGSA  

Dalam Global Competitiveness Index 4.0 Tahun 2018 
yang terbaru Indonesia menempati posisi 45 atau meningkat 
2 peringkat dari forecast tahun sebelumnya dan masih 
berada di bawah negara asia tenggara lainnya seperti 
Singapura, Malaysia dan Thailand.  
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Bila dilihat lebih detail, yang menarik dari 
Indonesia adalah indeks ekonomi Indonesia 
tercermin dari indeks Stabilitas 
Makroekonomi serta Market Size sangatlah 
tinggi, tetapi indeks Innovation Capability 
(Kemampuan Inovasi) masih sangat rendah 
(nilai 37 dari 100) 

Artinya sesungguhnya Indonesia mempunyai 
potensi pasar sangat besar apabila kita mampu 
memanfaatkan kegiatan iptek dari hulu hingga 
hilirnya 

IPTEK DAN  
DAYA SAING BANGSA  

5 



Dan jika kita melihat penilaian terperinci pada sektor penelitian, Indonesia mempunyai indeks kualitas 
kelembagaan yang masih cukup rendah (0.02 dari 0 – 0.43). Itu artinya perlu adanya perbaikan 
berupa koordinasi yang lebih terpadu antara Lembaga-Lembaga iptek yang ada di Indonesia 

IPTEK DAN  
DAYA SAING BANGSA  
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Pentingnya Regulasi Iptek dalam 
Pembangunan Nasional 

Peran regulasi terkait iptek tersebut tercermin salah satunya di Korea Selatan, 
Dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya,Korea Selatan bahkan melalui 
tahapan transfer teknologi secara horizontal (dari negara lain) sebelum bisa 
melakukan kegiatan iptek secara vertikal (dari hulu ke hilir)di tahun 1980an dan 
1990 an 
Hasilnya Korea Selatan sekarang mampu menjadi salah satu negara dengan 
teknologi termaju di dunia 

Tidak lepas dari peran regulasi di Korea Selatan 
yang sangat mendukung dan fleksibel terhadap 
perkembangan teknologi yaitu Framework Act of 
Science and Technology 

Amandemen terbatas terhadap UU IPTEK di Korea Selatan hampir dilakukan setiap 
tahunnya menyesuaikan kondisi dan keperluan 
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KONDISI EKSISTING 
KELEMBAGAAN DI INDONESIA 
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Sumber : Penelitian Pribadi 
(Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek) 



NO LEMBAGA KEGIATAN PENELITIAN 

1 DPR PUSLIT (PUSAT PENELITIAN) di bawah BADAN KEAHLIAN 

2 DPD PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PUSAT 
KAJIAN DAERAH DAN ANGGARAN 

3 MPR BIRO PENGKAJIAN 

4 BPK DIREKTORAT LITBANG 

5 BI CENTRAL BANK RESEARCH GROUP 

6 KPK DIREKTORAT LITBANG di dalam BADAN PENCEGAHAN 

7 MA BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN 

8 MK PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

9 KPU SUB BAGIAN LITBANG, ORGANISASI DAN SISTEM PEMILU 

10 KOMNAS HAM KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN 

11 OJK DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN 

12 OMBUDSMAN TIM KAJIAN SISTEMIK 

LEMBAGA LITBANG DI BERBAGAI 
LEMBAGA NEGARA 
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Sumber : Penelitian Pribadi 
(Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek) 



LPNK Litbang 

Unit Litbang K/L 
• 19 Kementerian 
• 8 LPNK 

Unit Pengkajian 
Kebijakan K/L 

• 3 Kementerian 
• 8 LPNK 

Kelembagaan 
Litbang 

Pemerintah 
 

Sumber : Kementerian PANRB 

→ 

→ 

→ 

• LIPI 
• LAPAN 

• BATAN 
• BPPT 

KONDISI LITBANG PEMERINTAH 
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KOMPOSISI DAN PROPORSI BELANJA 
LITBANG 

Bahkan di tahun ini 
Presiden 

menanyakan tentang 
hasil dari total 

anggaran litbang 
tahun 2017 yang 

mencapai Rp 24,9 T 
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Sumber : Kementerian PANRB 



Contoh Penelitian berbagai lembaga 

Penelitian tentang padi 

Kementan mengembangkan berbagai varietas: 
1. Inbrida Padi (INPARI) 
2. Hibrida Padi (HIPA) 
3. Inbrida Padi Gogo (INPAGO) 
4. Inbrida Padi Rawa (INPARA) 

Padi produk rekayasa 
genetik (PNG) anti hama 

Mengembangkan 
beras analog 

Peneliti Perorangan 
Surono Danu  

Dengan Padi “Sertani” 

Mengembangkan padi 
“Sidenuk”, “Mustajab”, 

dan lain-lain 
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Contoh Penelitian berbagai lembaga 

Penelitian tentang padi 

Kementan mengembangkan berbagai varietas: 
1. Inbrida Padi (INPARI) 
2. Hibrida Padi (HIPA) 
3. Inbrida Padi Gogo (INPAGO) 
4. Inbrida Padi Rawa (INPARA) 

Padi produk rekayasa 
genetik (PNG) anti hama 

Mengembangkan 
beras analog 

Peneliti Perorangan 
Surono Danu  

Dengan Padi “Sertani” 

Mengembangkan padi 
“Sidenuk”, “Mustajab”, 

dan lain-lain 
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APBN 

APBN 
APBN 

APBN 

BIAYA 
MANDIRI 



Contoh Penelitian berbagai lembaga 

Penelitian tentang jati 

Mengembangkan Jati Muna  

SWASTA 

Mengembangkan JPP (Jati Plus Perhutani) 

Mengembangkan  
Jati Platinum 

Mengembangkan berbagai jenis: 
 

1. Jati Unggul Nusantara (PT Setyamitra 
Bhaktipersada) 
2. Jati Biotropika (Seameo Biotrop dan PT 
PPA Agricola) 
3. Jati Super Gama (Gama Surya Lestari) 
4. Dan Lain-lain 

PERGURUAN TINGGI 
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Penelitian dan Pengembangan Bersama 



Contoh Penelitian berbagai lembaga 

Penelitian tentang jati 

Mengembangkan Jati Muna  

SWASTA 

Mengembangkan JPP (Jati Plus Perhutani) 

Mengembangkan  
Jati Platinum 

Mengembangkan berbagai jenis: 
 

1. Jati Unggul Nusantara (PT Setyamitra 
Bhaktipersada) 
2. Jati Biotropika (Seameo Biotrop dan PT 
PPA Agricola) 
3. Jati Super Gama (Gama Surya Lestari) 
4. Dan Lain-lain 

PERGURUAN TINGGI 
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Penelitian dan Pengembangan Bersama 

APBN 

APBN 

BIAYA 
SWASTA 



LATAR BELAKANG RUU SINAS 
IPTEK 

RUU Sinas IPTEK (Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) 
merupakan upaya mengganti UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Pemerintah menilai bahwa sejak UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan 
Teknologi hingga tahun 201, ada yang masih belum maksimal untuk 
kepentingan nasional  

Karena Sifatnya Mengganti UU yang ada maka harus disusun secara 
MENDASAR 
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PANSUS SINAS IPTEK 
Dalam rangka mencari 
masukan mengenai RUU 
Sinas Iptek ini, pansus telah 
melakukan rapat dengan 
berbagai pihak yang 
berhubungan dengan hal 
tersebut; 

Kemudian dilanjutkan 
dengan berbagai FGD 

dengan lembaga-
lembaga maupun 

kementerian terkait 
untuk mendapat 

masukan 

Feb – Okt 2018 
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PANJA SISNAS IPTEK 
Sebagai tindak lanjut dari tahap pembahasan DIM RUU Sisnas Iptek, dibentuk tim Panja Sisnas Iptek yang 
beranggotakan wakil dari Pansus Sisnas Iptek serta Unsur Pemerintah yang bersinggungan dengan Undang-
Undang ini. 

16 Oktober 
 

Rapat dg Menteri, 
Penetapan Panja 

24 Oktober 
 

Rapat Panja 

30 Oktober 
 

Rapat Panja 

23 Oktober 
 

Rapat Panja 

21 November 
 

Rapat Panja 

3-4 Desember 
 

Rapat Panja 

Dalam keberlangsungannya, pembahasan DIM RUU Sisnas Iptek mencakup beberapa isu yang dianggap cukup 
penting di antara isu lain tentang kegiatan iptek di Indonesia, di antaranya adalah :  

Sumber Daya (mencakup Sumber Daya Manusia dan Pendanaan), Sarana Prasarana, Iptek oleh Pihak Asing, Peran 
Kedudukan Iptek, Kelembagaan, Inovasi, Wajib Simpan serta Pembinaan dan Pengawasan   
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PRINSIP DASAR RUU SISNAS IPTEK 
1. Pengaturan Sisnas IPTEK harus bertujuan untuk mempercepat pencapaian 

tujuan Negara sesuai Alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945 

2. Oleh karena itu dalam RUU ini harus ditegaskan bahwa Jalannya 
Pembangunan harus berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Science 
Based Policy) 
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PRINSIP DASAR RUU SISNAS IPTEK 

SISNAS  
IPTEK 

KELEMBAGAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

Bagaimana agar sumber daya iptek 
manusia ataupun non manusia 

dapat dioptimalkan?  

Apakah mungkin ada konsolidasi lembaga litbang 
secara nasional dalam satu wadah? 

Apakah mungkin anggaran iptek 
yang tersebar di berbagai lembaga 

dapat dikonsolidasikan? 
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SUMBER DAYA MANUSIA 
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 Sebagai salah satu sumber daya iptek, sumber daya manusia harus diatur dengan baik dan menyeluruh. 

 Maka dalam RUU Sisnas Iptek ini diusulkan rumusan tentang bab sumber daya manusia, mulai dari 
klasifikasinya hingga hak kewajiban yang dimiliki dengan tujuan mampu mengakomodasi namun tetap 
dalam aturan yang pasti seluruh kegiatan baik penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia, 
karena pada faktanya kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan tidak hanya oleh Lembaga resmi 
negara saja. 

 Pengelompokan peneliti dan perekayasa: 

 1. ASN (Lembaga Pemerintah, Institusi Resmi lainnya) 

 2. Swasta (Perusahaana, LSM, dll) 

 3. Perorangan (Contoh : Surono Danu) 

 4. Kelompok 



PARADIGMA IPTEK 

PEMBANGUNAN  
NASIONAL IPTEK KEMAJUAN IPTEK IPTEK 

Paradigma lama bahwa IPTEK diperuntukan untuk kemajuan iptek sendiri harus diubah menjadi IPTEK untuk sebagai 
dasar kebijakan pembangunan nasional 

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU 
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DANA ABADI PENELITIAN  

23 

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ristekdikti dan Kepala LPNK pada tanggal 25 September 2018 
disimpulkan rekomendasi alokasi anggaran penelitian dalam bentuk dana abadi penelitian sebagai bentuk jaminan dukungan 
anggaran terhadap kegiatan penelitian setiap tahunnya 



CONTOH ENDOWNFUND DALAM DPPN (DANA 
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL) 
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PENGERTIAN DPPN YANG 
PENGELOLAANNYA DILAKUKAN 
OLEH BADAN LAYANAN UMUM 
(BLU) DALAM UU NO 2 TAHUN 
2010 

DALAM TAHUN 2016 
DPPN MENJADI 
BAGIAN DARI 
POSTUR 
PEMBIAYAAN DALAM 
NEGERI SEKTOR 
NONPERBANKAN 
DALAM NEGERI 

TERBIT PERPRES NO 28 
TAHUN 2015 

ATAS DASAR PERATURAN PERUNDANGAN DI 
ATAS, KEMENKEU MENGELUARKAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 143 
TAHUN 2016 TENTANG LPDP YANG 

MENYEBUT SALAH SATU FUNGSINYA 
(DALAM PASAL 4)  ADALAH UNTUK 

MELAKSANAKAN PENDANAAN RISET 



JUMLAH DPPN SETIAP TAHUN 
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TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 

JUMLAH ALOKASI 
(MILYAR RUPIAH) 

(1.000) (2.617,7) (7.000) (5.000) - - (5.000) (10.500) (15.000) (20.000) 
 



DANA PENELITIAN  
DI TAHUN 2019 

Maka dalam pembahasan Undang-
Undang APBN Tahun Anggaran 2019, 
Banggar bersama Pemerintah 
membahas tentang alokasi Dana untuk 
Penelitian yang merupakan keputusan 
dari rapat kerja komisi dengan 
Pemerintah sebelumnya, sesuai 
dengan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 
2014 tentang Tata Tertib 
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Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 



DANA PENELITIAN DI TAHUN 2019 
Maka dalam UU No 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 hasil pembahasan Banggar bersama Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 2019, 
disepakati adanya alokasi anggaran khusus untuk penelitian yang dinyatakan dalam Dana Abadi Penelitian yang tercantum dalam Pasal 21 
UU tersebut sebesar Rp 990 Milyar 
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UU No 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 UU No 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 



PENUTUP 

1. Bagaimanakah posisi riset dalam suatu pembangunan nasional? 
2. Apakah tidak bisa diwujudkan dg Undang-Undang suatu wadah konsolidasi 

semua lembaga litbang secara nasional?  
3. Bagaimana cara mengintegrasikan sumber daya termasuk anggaran riset yang 

sekarang tersebar di berbagai lembaga? 
4. Bagaimana memaksimalkan Dana Abadi Penelitian yang telah dianggarkan 

mulai pada APBN tahun 2019? 

28 



TERIMA KASIH 
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